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lv lcn i rnbarrg :  a
BUPATI KARANGANYAR,

balr . "va c lcngan te lah d i lc t i .p l<arrn5,a Peraturan Daerah Kabupaten Karangarryar
Nornor  8 Tal r r r r r  2006 terr t i rng Pert rbal ran Atas Peratr r ran Daerah Kabupaten
Karangany'ar  ,  Nornor  7 Tahun 1999 tentang Retr ibusi  ' ' Iz in  Trayek dan
cl iurrdangkalr  dalnrn Lernbaran Di ierah Kabupatcn Karanganl 'ar  prada tanggal  24
Apr i l  1006 c lcr rgar :  Nornor  8,  rnaka guna rnerr ingkatkan keterr iban,  ke larrcarun
cla larr r  pelaksi i r ranrr  pre l rye lenggaraan per iz inan angkutan penumpang umunr d i
Kabupaterr  Karangany'ar  prer lu d iat r r r  petunjuk pc laksanaanny'a i
l ra l r r . r 'a  r rntu l (  l ] ]aksLrd tersebut  pre l lu  d iat r r r  darr  d i te tapkan dengan Peraturarr
I lu  pat  i ;

Urrdang-Urrdarrg Nornor  l l  Tahun l9-50 tentang Pernbentukan Daeral r -daeral r
Kabupaten dal : rnr  l - ingkungan Provins i  Jawa Tengah;
IJrrdang-Urrc lang Nc)rnc)r  l4  Tahun 1992 tentarrg Lalu l - i r r fas dan Angkutan. la larr
(Lernbaran Negara Republ ik  I t rdonesia Ti ihun l ! l ! )2  Ncrrnt r r  49,  Tambahan
Lernbararr  Negara Republ ik  lndonesia Nomor 3480),
Undang-Unr lang Nornor  l8  

' Iahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi

Daerah (l-ertibarart Negara Republik Incicrnesia Taltun lL)L)7 Nomor 4lr,
- farnbahan 

Lernt ia lan Negara Republ i l<  I r rc lonesia NLrrnol  i685)  sebagair t rana
te luh c l i r rbah r lcr rs i r r r  {Jndarrg-Undang Nornor  4- ' i  Tal run 2000 ( l -e lnbararr  Negara
I teprrb l ik  I r rdrrnesia 

' l 'ahun 
2()00 Nomor 216 

' fanrbahan 
Lerntraran Negara

Repub l i k  l ndones ia  No rno r  3699 ) ;
l ) r rdang-Unda r r l r  Norncrr  I  0  Tahun 2004 tentang Penrbentukan Peratur t rn
Penrndatrg- l  l1 ' ,1 : i ; , , ' , ' r '  (Lenrbaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nornor
53,  Tarnbalr  , r r  l -er i i l l l . r rar t  Negara l lepubl ik  Inc lonesia Tahun 2004 Nornor  43491;
Undar rg -LJ r : ,  r i t ; r l  i i c r rub l i k  I r r dones ia  No r t ro r  i 2  Ta l r r rn  2004  ten ta l rg
Perr- rer in ta l tur ,  l - ) . r r : r 'a l r  (Lernbart rn Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nornor
125,  TarnL.a l ran Lernbararr  Negara Republ ik  Indonesia Nc' rmor 4437)
sebagairnana te lah c l iubah d iundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 (Lernbaran Negala Reprubl ik  Indonesia Tahun 2005 Nornor  108,  Tambalr t rn
Lernbartrrr Negara l lepLrblik Indonesia Taltun 2004 N<-rrnor 4548).
Pemturan Perner i r r tah Nornor  4 l  Tahun 1993 tentang An- l ' 'u tan Jalan (Lernbaran

Negara Rep' - rb l ik  Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara
Reprrb l ik  l t tc lonesia Nornor  3 527 ) ;
Peraturan Pen-.er in ta l t  Nornor  44 Tahun I993 tentang Kendaraan dtrn Pengernudi
(Lernbnrarr  Negara Republ ik  Indonesia Tal tun 1993 Norngr  64,  Tambahan
Lernbaran Negara lLepi rb l ik  Indonesia Nornor  3530);
Peraturarr  Pelner intah Nornor  66 Tahun 200 1 terr tang ,  R.et r ibusi  Daerah
(Lenrbaran r r lcgara Republ ik  Indor ies ia l 'a l run 200 I  Nomor I  19,  Tambahan
I-ernbaran Negara Re1 - rb l ik  l t tdonesin Nomor 4139) l
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Keplrtusan Menter i  Perhubungan Nornor KM 3-5 Tahun 2003 tentang
Peny'elenggaraan .Angkutan Orang di Jalan dengan Kendarairn Umum;
Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 174 Tal iLrn l9!)7 ter l tang Pedoman Tata
Cara PenrungLrtarr Retribusi Daerah;
Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nornor 175 Tahun 1997 , tentang Tata Cara
Pemeriksaan di  Bidang Retr ibusi  Daerah;
Peraturan Da,:rah Kabr:paten Daerah Tingkat II Karangany'ar Nomor' 7 Tahurr
1990 telr tang Peny' idik Pegawai Negeri  Sipi l  d i  Lingktrngan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lernbaran Daerah Tahun l99l
Nornor 49);
Peraturan Daerilt Kabupaten Karanganyar Nornor 7 Tahun 1999 tentang
Retribusi lzin Tray'ek ('Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2000
Nonror 32 Seri B 4) sebagaimana telah ditrbah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2006 (Lernbaran Daerah Kabupaten
Karanganl 'ar Tahun 2006 Nomor 8),
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nornor 23 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerjd Kantor Pelayanan Terpadu (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATE,N KARANGANYAR NOMOR 8 TAHT'N 2006 TENTANG
PERUB,\HAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOIT 7 TAI-IUN I99t) TE,N'TANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I
I iETENTUAN UMUM

Pasal I

Dir larrr  Peratrrrarr  in i  1 'arrg dirnaksud dengan .
l. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Buprat i  adr lah Bupat i  Kararrganyar.  

-

i .  Dinas Peke{aan Umuln dan Lalu Lintas Angkutan Jalan yang selanjutrry 'a
disingkat DPU Can LLAJ adalah Dinas Pekerjaan Umuir i  dan Lalu Lintas
Angkutarr Jalan Kabupaten Karanganyar.
Kantor Pela' , 'npi1' ,  Terpadu yang selanjt t tnya disingkat dengan KPT adalah
Kantor Peltry 'auan Terpadu Kabupaten Karanganyar.
Angkr.rtan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat
lain dengan lncnggunakan kendaraan.

6. Kendaraa,, t:dak berrnotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang
atau hcwarr.

1 . liendaraan ulmlr]r adaluh setiap kendaraan bermotor yerng disedinkan untuk dipergunakan
oleh rrmr.rm dengan dipungut bayaran baik langsung mauprm tidak langsung.

8. Mobil penurnpang adalah setiap kendaraan berrnotor yang dilengkapi sebanyak-
birnyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi
baik derrgan rnaupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

! ) .  Bus Keci l  adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16
crrarrg dengarr ukurirn dan jarak antar tenlpat duduk ncrnnal tidak terrnasul<
tempat dudLrk pengemudi dengan panjang ketrdaraan 4-6,5 rneter.

Menetapkarr
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BLrs Sedang aclalah kendaraan betmotor dengan kapasitas 17 sampai dengan 28

orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk

tempat ducluk pcngernudi dengan panjang kendaraan 6,5 meter sampai dengan 9

lrleter.
Bus Besar aclalah kendaraan bermotor dengan kapa'itas lebih dari 28 orang

derrgan nkuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat

duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.

Kendaraan Khlsus adalah kendaraan bcrnrotor selain dari pada kendaraan

bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang

kegunaannya untuk keperluan khusus atau menyangkut barang khusus.

Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpun dan"/atau ruang kegiatan

yang clilrubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan

.i.tJ* jaringan untrrk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

l-ermiial aclalah prasarana transpoftasi jalan untuk keperluan memuat dan

menurunkan orang darVatau barang serta mengatur kedatangan dan

pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul
j aringarr transportasi.
Trayek adalah lintasan kendaraan ufilum untuk pelayanan jasa angkutan orang

dengan nrobil bus atau rnobil penumpang yang menlpunyai asal dan tujuan tetap,

lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
Izin Trayek aclalah pembcrian izin kepada orang pribadi atau badan untuk

menyediakan pelayanan angkutan pcnumpang dalam wilayah Kabupaten

Karanganyar.
Jaringan'frayck adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan

iarigan pclayanan angkutan orang;
ingkuton Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu

daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada

wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan mobil

penumpang umum yang terkait dalam trayek.
Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang

memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau

Kota loinirya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi.

Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap,

yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan,

pemukiman dan simpul yang berbeda.
lzin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang

telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan cadangannya di luar

izin trayek yang dirniliki.
Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pefigaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana' Sarana

utuu fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan. i,

BAB II .
IZIN TRAYEK 

,,

Pasal 2

Pelayanan angkutan penumpang umun dalam jaringan trayek dilakukan dengan

kendaraan angkutan penumpang sebagai berikut:
a. Mobil Penumpang Umum;
b. Mobi l  Bus Umum;
c. Kendaraan Khusus.



I Pasal 3

Untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki karakteristik pelayanan dan permintaan
angkutan khusus serta.kondisi medan geografis yang spesifik, iapat oipertimuungkan

TTIY]I!T11.irt 
khusus sebagai angkutan khusus dan/aiau angkuian serba lunauntuK melayanl penumpang beseita barang.

pasal 4

Setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pengujian dalam rangka menjamin
keselamatan, kelestarian lingkrmgan, pelayanan'urnu- dan/atau- kelaikan ujikendaraan sebagai persyaratan pengoperaJian kendaraan bermotor di j alan.

pasal 5

(1) Jaringan trayek pedesaan ditetapkan oleh Bupati.
(2) Jaringan trayek di Kabupaten Koranganyaar terdiri dari Angkutan pedesaan danAngkutan Perbatasan.
(3) Ang!<utan perdesaan dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam satu

daerah kabupaten yang menghubungkan :
?. Kawasan perdesaan dengan kawasan perdesaan;
b. Kawasan Ibukota kabupaten dengan ku*uson perdesaan.

(4) Pelayanan angkutan perdesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :a Mcnrpunyaijadwal tetap dan/atau tidak terjadwal;
b. Jadra'al tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi;
c. Pelayanan angkutan bersifat rambat, berhenti pida setiap tlrmiiir, dengan'*'aktu menunggu relatif cukup lama;
d. 'l'erminal 

yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan
sekurang-kurangnya terminal tipe C;

e' Dilayani dengan mobir bus kecil dan mobil penumpang umum.
(5) Argkutan perbatasan dilaksanakan dalam jaringan trayek iang menghubungkan:

a. Anta'a ii.iu dengan kccanratan yang beibatasan langzung plaa *Ituyutr
kaburrat:n:

b. Anta.ra knhr-rpeten dengan kecamatan
kota;

yang berbatasan langsung pada wilayah

c. Antara kota dengan kecamatan yang berbatasan rangsung pada wilayah kota
lain;

d. Antara kabupaten dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wirayah
kabupaten lain.

(6) Pelayanan angkutan perbatasan diselenggarakan deng.,i ciri-ciri sebagai berikut :
?. Mempunl'aijadwal tetap atau tidak terjadwal;
b. Belum terlayani trayek AKAP atau treyek AKDp;
c. Dilal'arri dengan mobil bus ateu mobil penumpang umum;
d. Berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan din menurunkan penumpang

yang telah ditetapkan untuk angkutan perbatasan.

( 1 )

pasal 6

Kepala IJPU dan LLAJ mengadakan perencanaan angkuthn penumpang umum
trayek baru dan/atau 

. evaluasi terhadap kebutuh-an p"iuy** angkutan
penxmpang umum pada jaringan trayek di Kabupaten Karanganyar.
setiap pembukaan trayek baru, penambahan armada dan/atiu perubahan trayek
pedesaan kendaraan bermotor umum dapat dilakukan setetatr diadakan

(2)



survey/p.nelitian l.:clayakan teknis kebutuhan angkutan umum pada ruas trayek
yang dinrc-rhr:n.

(3) Berdasarkan hasil survey/penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal
ini, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu atas nama Bupati dapat menerbitkan Izin
Trayek.

Pasal 7

(l) Setiap penyelenggaraan pelavanan angkutan penumpang umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini wajib mendapatkan lzin Trayek dari
Bupat i .

(2) Untuk mendapatkan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
pemoho:-. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala

, KPT dengan melar:rpirkan :
a. Rekomendasi l.epala DPU dan LLAJ untuk menerbitkan Surat Persetujuan

Izin Trayek;
Surat Izin Tempat Usaha (HO) atau Izin Gangguan bagi usaha angkutan yang
harus memiliki garasi;
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
Buku Uji Kendaraan;

e. Izin Usaha Angkutan Umum.
(3) Kepala KP'l' menerbitkan Surat Persetujuan Izin Trayek dan/atau surat

penolakan permohonan izin trayek dengan disertai alasan teknis berdasarkan
hasil sun'ey penelitian angkutan umum.

(4) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini,
Kepala KPT melakukan pemeriksaan administratif dan pengkajian terhadap
permohonan izin tral'ek yang bersangkutan.

(5) Keputusan Pemberian lzin Trayek diberikan kepada pemohon paling lambat 12
(dua belas) hari sejak permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap dan
benar.

(6) Keputusan Pemberian Izin Trayek ditetapkan oleh Kepala KPT atas nama
Bupati.

(7) Keputi'san Pemberian Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(8) Bentuk dan isi Keputusan Pemberian Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) Pasal ini tersebut dalam Lampiran I, IIA, IIB, IIC, IID dan IIE Peraturan
Bupati ini.

Pasal 8

Pemegang Izin Trayek diberi Kartu Pengawasan/Jadwal Jam Perjalanan untuk
setiap armada kendaraan angkutan penumpang umum.
Kartu Peirgawasan/Jadwal Jam Perjalanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (l)
Pasal ini wajib berada pada setiap kendarzun utnum yang dioperasikan sebagai
bukti dokumen perjalanan yang sah dalam pelayanan angkutan penumpang
umum di jaldn sesuai izin trayek yang telah ditetapkan.
Kartu Per,gawasan/Jadwal Jam Perjalanan sebagaimana dimaksud Ayat (l) Pasal
ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya Keputusan
Pemberian Izin Trayek sesuai pasal 7 ayat (5) huruf c dan wajib untuk
diperbaruhi guna evaluasi pelayanan angkutan umum.
Bentuk dan isi Kartu Pengawasan/Jadu'al Jam Perjalanan sebagaimana tersebut
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

b.

d.

( l )

(2)

(3)

(4)



(  l )

(2)

( 3 )

(4)

Pasal t)

untuk rnelal<sanakan operasional prelay.arralr  arrgkrrtarr  runrrr . l r  di  ja lalr
berdasarkutr Keplt t l t tsatt  Pelt ter intalr  lz i r t  ' l ' r  

a1 ek l  arrg telah cl i tet i4rkarr
sebagainrana dimaksud dalarn pasal 7 Ayat 1s) xeput-ilsan ini ditetapkan
Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek oleh Kepala KpT. 

',.

Keputusan Pelaksanaa' Iz in Trayek sebagairnana dimaksuci ayat ( l )  pasal in i
mencantunrkan selunrh arrnada kendaraan angkutan penumpang umum ).angdirniliki oleh pernegang Izin Trayek.
Keputusan Pelaksanaan lzin Trayek masa berakhirnl,a sesuai Keputusan
Penrberiarr  Iz in Tral ,sk yang telah di tetapkan sesuai pasal i  ayat(7) huruf:c.
Bentuk dan is i  Keputusan Pelaksanaan Izin Tray'ek sebagaimana tersebut dalaln
Lanrpirarr IIA dan Larnpitan II C peraturan Bupati.

Pasal I 0

( l )  Iz in Insiderrt i l  merlpakan iz in yang ha'ya diberikan kepada perusahaan
angkutan untuk rnenggunakan kendaraan bermotor cadangannl.a meny,impang
dari izin tray'ek )'ang dirniliki.

(2) Untuk tnenclapatkan Izi t t  Insident i l  sebagaimana cl i rnaksud a),at ( ' l )  pasal i l r
Fretnohcrtt rnerrgttjttkan perrnohonan tertulis kepatla Kepala KPT dengan dilampiri
per:s)'aratan salinan dokumen sebagai berikut :

a. Kartir Pengawilsal.r / Jadwal .Iatrr pelaiaran:
b. Surat 'Itinda 

Norn<;r Ken<Jaraan (STNiX;;
c. Buku Uji Kenclaraarr.

(3) Iz irr  Insident i l  d i tetapkan r-r leh Kepala KpT.
(4) Iz in Insident i l  sebagairnana dirnaksud ayat ( l )  Pasal in i  ber lakLr gntuk satu kal i

pergi  ptr lang darrfer laku pal i ig larna l4 (ernpat belas) har i  sejak di tetapkan.
(-5) Bentttk lzin Insidentil sebagairnana tersebirt dalarn Larn[iran fV peraturan

Bupati .

Pasal I I

Keputusan prernberian izin trayek dapat dicabut oleh Kepala KPf atas nama Bupati
apabi la :
i l .  Pernegang iz; :r  r iavel< t idak mernulai  usahan,ya dalam waktu 6,{enam) bulan sejak

tangga ld i te l i l r , karn1 ' i l | i epu t ! rsanPe laksanaanIz inTraye l< '
b. Pernegang izrt'r trayek tidak menjalankan usahanya'lebih d'ari I (satu) tahun

bertunrt-tunlt t anpa alasan y'a ng dapa t dipertanggungj awabk an.
c. Armada kendaraan bertnotor urnurn yang dirni l ik i  di jual  keprar la pihak lain tanpa

persetujUan Kepala KPT atas nama Bupati.
d. Armada kerrdaraan l.rermotor umurn sudah tidak berada dalam kepemilikan dan

kekuasaan pernegang izin trayek.
e. Atas prerrnohonali pelnegangizin trayel< sendiri.
f ' Pernegartg izirt dalam rnenyelenggarakan usahanya tidak rnernentrhi ketentual-

ketentuan dan persyaratan sebagai pemegang izin trayek dan peraturan yang
berlaku.

l.



( l )

BAB III

RXTRIBUSI

Pasal l2

Struktur dan besamya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :
a. Setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8

(delapan) tempat duduk sebesar Rp., 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
b. Setiap mobil bus dengzur tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua

belas) tempat duduk sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
c. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 13 (tiga belas) sampai dengan 16

(ena,n belas) tempat duduk sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
d. Setiap mobil bus dengan tempat duduli paling rendah l7 (tujuh belas) tempat

duduk sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kartu Pengawasan atau Jadwal Jam
Perjalanan sebagai berikut :
a. Setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8

(delapan) tempat duduk Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
b. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembilan) sampai 12 (dua belas)

tempat duduk sebesar Rp. i5.000,00 (lirna belas ribu rupiah);
c. setiap mo.rir bus dengan tempat duduk 13 (tiga belds) sampai dengan 16

(enan; belus) tempat duduk sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu
rupiah);

d. Setiap rnoL'il bus dengan tempat duduk paling rendah l7 (tujuh belas) tempat
duduk sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Struktur dan besarnya tarif Retribusi lzin Insidentil sebagai berikut :
a. Setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8

(delapan) tempat duduk Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
b. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembil"n) sampai 12 (dua belas)

tempat duduk sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
c. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 13 (tiga belas) sampai dengan 16

(enarn helas) tempat duduk sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
d. Setiap mobil bus dengan tempat duduk l7 (tujuh belas) sampai dengan 28

(dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu
rupiah);

e. Setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 29 (dua puluh

sembilan) temp rt duduk sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
Biaya administrasi Surat Persetujuan Izin Trayek Perdesaan atau Perbatasan atau

Perkotaaan clan/atau Rekomendasi Persetujuan, Retribusi atau Pembaharuan lzin

Antar Kota Dalam Propinsi atau Antar Kota Antar Propinsi atau Angkutan
Wisata atau Angkutan Sewa atatt Kartu Pengawasan / Jadwal Jam Perjalanan

atau penerbitan STNK dengan perincian sebagai berikut :
a. :iumlah mobil penumpang umurn i bus I (satu) sampai dengan 5 (lima)

sebesar Rp. 5.000,00 (linra ribu rupiah);
Jumlah mobil penumpang umum / bus 6 (enam) sampai dengan 15 (lima

belas) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Jumlah rnobil penumpang umum / bus lebih dari 15 (lima belas) sebesar

Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
(5) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (a) Pasal ini dibayarkan ke

' 
Kas Pemerintah Ka'cupaten Karanganyar melalui PT B4nk Jateng di Loket

(2)

(3)

(4)

c .

Kantor Pelayanan Terpqdu.
Setiap pembayaran retribusi sebagaimana
penerimaan pembayaran.

t i t l

dimaksud dlPerikan tanda bukti
!

;1')l

(6)
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Pasal 13
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Surat teguran atau peringatah kepada Wajib Retribusi flikeluarkan oleh Kepala KPT.

BAB IV

PEMIINRIAN KERINGA.NAN
, l i r l L

,  i  t  ;  Pasa l l4  |  ,  I
i i r , i r r i , . r l

I(epala KPT' atas nanu Bupati dapat memberikdn pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi. r'rti.
Permohonan- pertg0rangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukin
kepada Bupati melalui Kepala KPT secara tertulis disertai alasan-alasan yang

(3)

m Bup$fi ini fiaka Keputuspn Bupati Karaqganyar |',lop..,qr
:tunjuk PCliik$anaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Ir , l
t , i l

l( 1 )

(2)

dapat

i i

; . . KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

Pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Kepala KPT.
Kepala KPT memberikdu laporan dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab
kepada Bupati.

r 2 r tahun 200 r liLli{dil. rflffi ,ir.T huiriilii'.i" p;;;ili;]i-il.;;h Kffi#; il;J;
Tingkat II Karanlhlifdf Nortror'7 Tdhur{ 1999 tentang Rbtribusi Izin Trayek diiatrilt

( t )
(2)

( l )
(2)

Dengan ka KeputusprJ Bupati Karaqganyar |',lop..,qr

dan dinyatakan tidalc berlaku.

, 
' Pasal 17

Peraturan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.
Memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggat 6 OF,bObar ;WE

trrit, r.oo, ru.uun|
r r i , r i i

' :

I ' r '
i l



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggat Lt Ohhcbzr

AERAI-I KABUPATEN KAMNCANYAR TAI.IUN EN, NOMOR lto

r l

t l

,  I  r 1  , ! r l  r  . , . , 1  
|  t i

BI]RI"I'A



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NoMoR 4tt9 Thhlln amA
TANGGAL 6 p6robaf en-E

Form Permohonan
PERUSAI{A"{N OTOBUS
Alamat

\tomor

Lampiran
Perihal

Karanganyar
: ,

r I (satu) berkas

: Permohonan izin,trayek pedesaan
Kepada, Yth:

Bupati Karanganyar

Melalui :  '

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Karanganyar

Di-Karanganyar I'

l. Mengacu pada Pasal 4l ayat (2) undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 4l Tahun 1993 tentang Angkutan jalan, bersama ini kami :
Nanra :

Alamat :

Nama Perusahaan :

Bersama ini permohonanmengajukan

dengan jumlah dan data armada kendaraan umum, sebagai berikut :

Nomor

Kendararrr

Nomor

uji

2. Sebagai bahan pertimbangan tgrlampir disampaikan salinan lerkas dokumen untuk
melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri r ,. ,
a. Akte iendirian Perusahaan/Koperasi dan/atau ianda :,Jati Diri Perorangan

(KPT); '

b. Surat persetujtran izin trayek, perdesaan/perbatasan;

Masa

berlaku

uji



c. Izin usaha angkutan umum;

d. Daftar armada kendaraan umum yang dimiliki ser-ta dikuasai dan memenuhi
ketentuarr pers)'aratan teknis laik jalan;

e. STNK dan BLrku Uji;

f. .Rencana Jadwal Jam Perjalanan / Kartu Pengawasan dan Jadwal jarn

Perjalanan;

Keputusan pbmberian izin trayek perdesaan,

Keputusan pelaksanaan pemberian izin trayek perdesaan;

Bukti pelunasan iuran,wajib pertanggungan kecelakaen dari PT. Jasa Raharja
(Persero).

3. Demikian permoho;ran kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih

Pemohon,

NGANYAR

-{ Hj. RINA M.Hunr

o

' h .

ry
NGSIH, S.Pd,J



LAMPIRAN II A
PI]RATUI{NN t}TJ I 'N] ' I  KN I{N NGNNYN II
NoMoR L{Hg -iZrlu-tn L"o(>
TANGGAL b Ohfoban aoob

PEMEITI NTAH KABUPATBN KARANGANYAR

KANT'OR PELAYANAN TERPADU
Jl. Larvu No. Tclp./Fax. (0271\ 495269 SMS Hp. (0271) 7061000

Kode Pos 57711 Karanganyar

(Po)

Menrbaca

Menimbang

Mengingat

KEP UTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOII : 503/551.2/KPT/........../ SK/........./2006

TEh{TANG

PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN

AN. SDR

BUPATI KARANGANYAR,

Surat pennohonan, Sdr. ........... ....... pimpinan perusahaan (pO)
tanggal

pembahar uan izin trayek perdesaan.

yang telah berakhir

b. trayek perdesaan nomor
masa

dengan

telah berakhir

Undang-Undang Nomor l3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3480);
undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389)
Undang-Undang Nomor 32 'Iahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor lZ5,
Tafnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 4l tahun 1993 tentang Angkutan Jaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9g3 Nomor 59.
Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527):

2.

a
J .

4.

5 .



r

6.

8 .

9 .

1

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraiur dan
pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia'Iahun 1993 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7
Tzrhun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49);
Pqraturan Daerah kabupaten daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7
Talrun 1999 tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran daerah
Kabupaten Karanganyar tahun 2000 Nomor 32 seri B.43) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 8
Tahun 2006 (Lembaran daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2006
Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten karanganyar Nomor 23 Tahun 2006
tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2006
Nomor 23);
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 433 Tahun 2006 tentang
Pclimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten
Karanganyar (Berita Daerah Kabuapten Karanganyar Tahun 2006
Nomor 35);
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 435 Tahun 2006 tentang
Pedoman Standard Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Berita Daearah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2006 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Trayek Perdesaan kepada
Nama Perusahaan
AIamat
Nomor Induk Perusahaan
Untuk melayani angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor umurn
daya angkut maksimum l6 (enam belas) orang, pada trayek

Masa tlerlrri. unya Izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan
ini ar.lalah : t.rnggal sampai dengan tanggal

Pemegang Izin Trayek Perdesaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA
Keputusan ini wajib mentaati ketentuan dan persyaratan sebagaimana tersebut
dalam Keputusan ini;
Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dirnaksud Diktum KETIGA
Keputusan ini dapat berakibat lzin Trayek Perdesaan, dapat dicabut sementara
waktu selamanya:
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Karanganyar
I.lomor ...... tentang Pemberian Izin Trayek Angkutan
Perdesaan (PO) ......... an, Sdr.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

10 .

I  l .

12

Ivlenetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA



r i

KEENAM

I

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
' {n*,

Ditetapkan dl Karanganyar
pada tanggal .................

Tembusan : , ,
l. Bupati Karanganyar
2. Kepala Dinas PU dan LLAJ
3. Kepala Polisi Resort Karanganyar
4. Kepala kantor Satpol PP Kabupaten Kapnganyar ,,'*
5. Kepala bagian Hukum dan Ortala Setda Karanganyar
6. Arsip

, l i l l :
|  '  , r ,  r l t  , , 1 r  ' l t i l r f l r t ' 1 l l l  i l t l i

'  i l  
I

t i i , ,

i l ' l r l l ,

t l l
I

1..1.,i,\\
....-:J.._t::.: j
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,1{l:, .j:i-'-- "
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GSIH, S,Pd.,M.Hum.
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LAMPIRAN II B
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NoMoR LtttQ Tafu_rn dcr9{
TANGGAL 6 Of+oOen soob

KETENTUAN DAN SYARAT BAGI PEMEGANG IZIN TRAYEK PERDESAAN

l. Melaporkan apabila teriadi perubahan pemilikan pentsahaan;
2. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
3. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
4. Melunasi luran Wajib asurdnsi pertanggungan kecelakaan;
5. Mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
6. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan dan laik jalan;
7. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu

Pengawasan, Surat Tanda Nomor Kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
8. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
9. Mengoperasikan kendaran sesuai izin trayek yng dimiliki;
10. Mengutakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan

yang mengakibatkan korban jiwa;
I l. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan Kartu Pengawasan kendaraan

yang digantikan;
12. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
13. Setiap izin insidentil hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
14. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu

pengawasan;
15. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
16. Memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang

berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
17. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi secara berkala minimal

I (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
18. Melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
19. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
20. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
21. Mematuhi ketenhran tarif;
22. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

GANYAR

^e Hj. RINA IRIANI H, S.Pd.,M.Hum.

TEL!!.!#_'RiKSt
BAGIANHUKIIM



LAMPIRAN II C
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NoMoR tlLtg totrr-ln snL
TANGGAL 6 Ct<Fsbcn e, otb

PBMF I(IN f .\TT KABUPATEN KARANGANYAR

KANT'OII POLAYANAN TERPADU ,
.f l. Larvu I\{o. ' l ',:lp./Fax. (0271) 495269 SMS HP. (0271\ 7061000

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR :.

NOMOR : 503/551.2|[<PT/002/ SK/XII/2006

TENTANG

PELAKSANAAN KIIPU'TUSAN PEMBERIAN IZIN TR./^YEK ANGKUTAN PERDESAAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

BUPATI KARANGANYAR,

Surat permohonan, Sdr. ........... .......,pimpinan perusahaan (PO)
tanggal perihal Permohonan

pembaharuan izin trayek perdesaan.

a. bahwa keputusan pemberian izin trayek perdesaan yang telah berakhir
rnasa berlakunya wajib urrtuk diperbaharui;

b. bahwa permohonan sebagai
c. bahwa untuk mengoperasikankendaraan umum di jalan sesuai izin

trayek perdesaan yang telah ditetapkan perlu diterbitkan Keputusan
pelaksanaan pemberian izin trayek perdesaan;

d. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kantor Pelayanan Terpadu atas nama Bupati..

I
l . Undang-Undang Nomor l3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Urrdang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nor4or 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3480);
Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pgmbentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia
Nomor 4389)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 85);
Peraturan Pemerintah Nomor 4l tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

2 .

a

 
+ .

5 .

Kodc Pos 57711 Karanganyar



6.

8 .

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 199,1 Nomor 49);
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7
Tahun 1999 tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran daerah
Kabupaten Karanganyar tahun 2000 Nomor 32 seri B.43) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 8
Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kar'anganyar tahun 2006
Nomor 8);
Peraturan daerah Kabupaten karanganyar Nomor 23 Tahun 2006
tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daeqah kabupaten Kardnganyar Tahun 2006
Nomor 23);
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 433 Tahun 2006 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten
Karanganyar (Berita Daerah Kabuapten Karanganyar Tahun 2006
Nornor 35);
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 435 Tahun 2006 tentang
Pedoman Standart Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Berita Daearah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2006 Nomor 36).

13. Keputusan Bupati
503/55t.2lKJTl /SK/ t2006
tentang Pemberian lzin Trayek

9.

10 .

1 1 .

12.

Karanganyar Nomor
tanggal

Angkutan Perdesaan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

Pelaksanaan Pemberian Izin 'l'rayek 
Perdesaan, jumlah kendaraan, Jumlah

perjalanan, Sifat Pelayanan dan sifat perjalanan:

Masa berlakunya Izin sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan
ini adir!:rh ; tanggal sampai dengan tanggal

Pemegruig lzin l'rayek Perdesaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA
Keputusan ini wajib mentaati ketentuan dan persyaratan sebagaimana tersebut
dalam Kcprrtusan ini;
Trayek sebagaimana dimaksud Diktum
dengan kendaraan umum sebagaimana
ini :
Dengan
Nomor

berlakunya Keputusan ini

PERTAMA K.eputusan ini dilayani
tersebut.dalam,l,a.mpiran Keputusan

maka Keput:,;Jan.: Flupati
tentang Pelaksanaan

Karanganyar
Izin Trayek

an. Sdr.Angkutan Perdesaan (Po)
dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

An. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU

KABUPATEN KARANGANYAR

Tembusan :
l. Bupati Karanganyar
2. Kepala Dinas PU dan LLAJ
3. Kepala Polisi Resort Karanganyar
4. Kepala kantor Satpol PP Kabupaten Kalanganyar
5. Kepala bagian Hukum dan Ortala Setda Karanganyar
6. Arsip 

/

I

Hj. RrNA S.Pd.,M.Hum.
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LAMPIRAN II D
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR:
TANGGAL

l1{9 l,ahl,n eooL
6 Ot<totor ae'oi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANI'OR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR

Daft ar Armada Kendaraantjnirum
Nama Perusahaan
Nama Pemegang Izin Trayek
Alanrat

t
L r " . t  

r ' r ' , , 1 r  ' r r , r  I

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU
K.A,BIJPATEN KARANGANYAR

NOMOR
I il, tnNcce
: l l

r l ,  '

r i r i i
l r  r r r l r r l y l  j r i t , i
l i i l t i

i i
t , i

i

I ' r

I

i
i :

F
i1

t
n
t
l
I
R
h;
I

No. Nomor
Kendaraan

Nornor Uji Merk
PabriMfipe

Tahun Daya
Angkul
Orans

Trayek

'  '  r t r 1 ' l l r r

i:iiii
i i l l

r l t r l '  1

GSIH, S.Pd.,M.Hum.



i '

I

r l l i

UMUM

l , ' l

Perusahaan ,

:

(Po) . . . . . . . . . . . .  An.  P impinan. . . . . . . . . . . . . . . .
Sesuai Lampiran Keputusan Pelaksanaan pemberian izin trayek perdesaan :

Nclmor tanggal
..;..... Oleh Kepala Kantor Pelayanan TerpaduKabupaten

Perusahaan (PO)

Karanganyar diberikan

Ditetapkan di Karanganyar
l, i i pada tanggal 

)
, Orang
i ko. Biarann I AN.BUIATI KARANGANvAR l

KEPALA KANT()R PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARANGANYAR

NIP.
Ekonomi

Kartu Pengawasan kepada pemitik kendarasn umum:

Dengan menggunakan kendaraan umum urrtuk mengangkut penumpang pada nlas trayek
: , . , , , . . . . . . . . . . . . . .

I

Mula i tangga l ' . . . . . . . ' ' . . . . . ' ' . . . . . . . . ' . . . . . . . .
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UNTUK MAKSUD TERSEBUT PTiJBNCTTAKAN TdilTPENEAN IJYS14 SEBAGAI BERIKI.]i:

Tanda Nonror Kendaraan
Nomor u.ji
Daya angkut

Merk Pabrik
Tipe
'lahun

Kode Trayek
Kelas Pelayanan

l

JADWAL JAM PERTALANAN ANGKUTAN PENUIdPANG UMUM
No. Tempat Persinggahan Tiba Berangkat No. ppat Persinggahan Tiba Berangkat

GAN
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NGSIH, S.Pd.,M.Hum.
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